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BUPATIMAJALENGKA
PROVINSIJAWABARAT

KEPUTUSANBUPATIMAJALENGKA

NOMOR 440jKep.I094-Ekbangj202I

TENTANG

PEMBERHENTIANANGGOTADEWANPENGAWASBADANLAYANANUMUM
DAERAH RUMAHSAKITUMUMDAERAHMAJALENGKA

MASAJABATAN2019-2024

BUPATIMAJALENGKA,

Menimbang

Mengingat

a. bahwa sehubungan dengan adanya anggota Dewan
Pengawas Rumah Sakit Umum Daerah MajaIengka yang
diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Majalengka
Nomor 445jKep.439-RSUDMJLj2019 tentang
Pengangkatan Dewan Pengawas Badan Layanan Umum
Daerah Rumah Sakit Daerah Majalengka Masa Jabatan
2019-2024 yang beralih tugas, pensiun serta dalam
rangka optimalisasi kinerja Dewan Pengawas, maka
susunan personalia Dewan Pengawas Badan Layanan
Umum Daerah Rumah Sakit Daerah Majalengka perlu
disesuaikan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan sebagai pelaksanaan
ketentuan Pasal 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 79 Tahun 2018 ten tang Badan Layanan Umum
Daerah, serta untuk adanya kepastian hukum, maka
perlu memberhentikan anggota Dewan Pengawas Badan
Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah
Majalengka Masa Jabatan 2019-2024 yang ditetapkan
dengan Keputusan Bupati.

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana te1ah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968
tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan
Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa
Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968
Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang 2
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2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5063);

6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah
Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5072);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
te1ah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penge101aanKeuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4502) sebagaimana teIah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23
Tahun 2005 ten tang Penge101aan Keuangan Badan
Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara
RepubIik Indonesia Nomor 5340);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

11. Peraturan 3
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Menetapkan
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PeratUfart Pefuenhtah N6fu6f 12 TahUh 2019 tehtahg
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018
tentang Badan Layanan Vmum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK05/2020
tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
1046);
Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran
Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten
Majallmgka Tahun 2019 Nomor 12). -

MEMUTUSKAN:

KESATU

KEDUA

KETIGA

--

Memberhentikan anggota Dewan Pengawas Badan Layanan
Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Majalengka Masa
Jabatan 2019-2024, disertai ucapan terimakasih atas darma
baktinya selama menjalankan tugas.

Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud Diktum
KESATUadalah:
NO NAMA JABATAN
1 Dr. H. LALANSOEHERLANS., M.Si. Ketua merangkap

Anggota
2 ABD.RACHMANROSIDI,SKM,MKM. Anggota

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan:

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal28 Oktober 2021

BUPATIMAJALENGKA,.e.

KAR ASOBAHI
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